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ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menyebutkan 
bahwa PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 
Pemilu di Desa dan dalam hal usulan Anggota PPS tidak diajukan oleh 
Kepala Desa dan BPD maka KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk 
Anggota PPS; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Bima. 

  Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Bima adalah : 

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958, Undang - 
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Undang - undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 
Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2013; 

  Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini 
diatur tentang : Pengangkatan Dan Pengukuhan Anggota Panitia 
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd 
Tahun 2014 
Menetapkan Pengangkatan Dan Pengukuhan Anggota Panitia 
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd 
Tahun 2014 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

tanggal 08 April 2013   
- Lampiran 11 Halaman 

 


